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KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
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Area RB Penguatan Akuntabilitas Kinerja
NOTA DINAS

NOMOR 2191//PR.09.01/07/2022

Kepada : 1. Bapak Sekretaris Jenderal MK RI
2. Bapak Panitera MK RI

Dari . PIt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat Tahun 2021

Tanggal : 06 Juli 2022

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mengevaluasi hasil Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat MK Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 (terlampir), sesuai hasil pembahasan

bersama pada unit-unit kerja penanggung jawab.

Tindak lanjut hasil survei ini dapat menjadi catatan perbaikan bagi unit kerja
penanggung jawab, untuk menyempurnakan kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi

kepada masyarakat di tahun mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan

terima kasih.

PlIt. Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan,

Tatang Garijito

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Tatang Garjito - NIP. 19670513 198802 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Digital Signature Email: office@mkri.id

mk-913928490220706015912
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LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2022




Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

1) Fasilitas yang diusulkan untuk
ditambahkan dan diperbaiki pada layanan
persidangan:

Mesin fotocopy dan printer gratis

¢ MK telah mefasilitasi para pihak dengan pojok

digital yang terdiri dengan perangkat komputer,
scanner dan printer. Sedangkan mengenai
penyediaan fotocopy, MK melalui PMK Nomor 2
Tahun 2021 telah memberikan kemudahan Para
Pihak, hanya menyerahkan 1 rangkap
permohonan, sedangkan kebutuhan yang lain,
internal Mahkamah Konstitusi yang
menggandakannya sendiri.

Foto Ruangan Pojok Digital dengan Fasilitas PC,
Scanner dan Printer yang dapat secara gratis
digunakan oleh Para Pihak secara Gratis




Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut

Screenshot Peraturan Mahkamah Konstitusi yang
menggambarkan kemudahan kepada pihak yang
mengajukan poermohonan

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang

seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Pasal 11
(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat
diajukan secara luring (offline) atau daring (online).
(2) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline) Pemohon
mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani olch Pemohon

disertai dengan daftar alat bukti, alat bukt yang mendukung

Permohonan, dan/atau dokumen lainnya yak 1 (satu)

(3) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring fonline) atau melalui
media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara
tertulis dalam bah. d: yang d oleh

(%) Permohonan scebagaimana dimaksud pada avat (1) disertai dengan daftar

alat bukti beserta alat bukt yang mendukung Permohonan.
(5] Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat
atau tulisan, d 1 (satu) ck P asli yang telah dibubuhi

meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-

kurangnya:

a. salinan undang-undang atau Perppu, sctidak-tidaknya bagian atau
bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan
halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-
undang atau Perppu;

b. salinan UUD 1945

(7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam
bentuk dokumen cetak fhard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy).

(8) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti
diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti
sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti

e Ruang tunggu dan ruang diSKUS? e MK juga telah menyediakan ruang tunggu yang
untuk para advokat, yang dilengkapi layak kepada para pihak yang berperkara ketika

juga dengan bahan bacaan dan persidangan dilakukan secara luring maupun
t‘?('jeWS' yang juga menyiarkan video hybrid (kombinasi daring dan luring).
sidang

Foto Ruang Tunggu Para Pihak
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Cafetaria disekitar ruang sidang

Terkait penyediaan cafetaria di Gedung MK, telah
tersedia,
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Ketersediaan penerjemah

Ketersediaan perangkat audio yang
memadai sehingga tidak sering
terjadi gangguan saat sidang

Mengenai layanan penerjamah, bagi para pihak,
MK telah mengaturnya dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi

Pasal 63

(1) Dalam hal ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh para pihak tidak dapat
berbahasa Indonesia, ahli dan/atau saksi wajib didampingi oleh
penerjemah

(2) Penerjemah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan olch Para
Pihak atau difasilitasi oleh dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah

(3) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah

atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 64

(1) Dalam Pemeriksaan Persidangan, para pihak dapat mengajukan

pertanyaan dan/atau g pokok kepada
ahli dan/atau saksi melalui ketua sidang

(2) Para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai
pokok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi yang diajukannya sendiri
atau ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh pihak lain

Pasal 65
(1) Dalam hal Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Pleno dinyatakan

cukup olch Mahkamah, para pihak diberi kesempatan untuk

nyampaikan kesimpulan secara tertulis.

impulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari kerja ak Pemeriksaan

i ditentukan lain

Persidangan dinyatakan selesai oleh Mahkamah, k
oleh Mahkamah

Bagian Keempat
Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 66
m emutus perkara UUD 1945 sesuai dengan alat
bukti dan keyakinan Hakim
(2) Putusan filakukan dalam RPH secara tertutup
setelah  selesai Pemeriksaan Pendashuluan atau Pemeriksaan

Persidangan.

2R

i
W
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MK sedang melakukan langkah langkah perbaikan
audio ruang sidang pleno dan panel, yang
dilakukan mulai rapat untuk melakukan review
terkait teknologi yang ada, lalu rapat lanjutan untuk
membahas masukan usulan konsultan dan upaya
pengajuan usulan tambahan sarana prasarana
persidangan pada pagu anggaran TA 2023

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www. mkri.id

Jakarta, 18 Mei 2022

i
Hal Undangan

Yih. (Daftar Pesaerta Tarlampin)
di Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka upaya peningkatan sarana dan
prasarana ru dang khususnya teknologi audio ruang sidang, kai ngundang
Bapak/Ibu/S, uk menghadiri Kegiatan Review dan Pendampi Konsultan
untuk Usulan Perbaikan Teknologl Audio Ruang Sidang, yang akan diselenggarakan

pada
Hari/Tanggal Kamis, 18 Mei 2022

Puku 13.30 WIB s.d. selesal

Tempat Ruang Sidang Pleno dan Ruang Panel

Agenda Rapat Keglatan Review dan Pendampingan Konsultan untuk Usulan Perbalkan

Tekniologl Audio Ruang Sidang
Untuk kelancaran jalannya keglatan, diharapkan kehadiran Bapak/ibu/Sdri
tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepanitaraan,

Tatang Garjito
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor 751/PL.00.02/06/2022 Jakarta, 22 Juni 2022
Lampiran 1 (satu) lembar
Hal Undangan Rapat

Yth. (Daftar Peserta Terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka upaya peningkatan sarana dan prasarana ruang
sidang khususnya teknologi audio ruang sidang. kami mengundang Bapak/Tbw/Sdr/i untuk

menghadiri Rapat terkait Desain dan Topologi Audio Ruang Sidang, yang akan diselenggarakan

pada

Hari/Tanggal Jum’at, 1 Juli 2022

Pukul 1330 WIB s.d. selesai

Tempat Ruang Rapat Biro HAK lantai 3

Agenda Rapat Presentasi Usulan Desain dan Topologi Teknologi Audio Ruang Sidang oleh

Konsultan

Untuk kelancaran jalannya kegiatan, diharapkan kehadiran Bapak/IbwSdr/i tepat wakiu

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

an. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,
Tatang Garjito

Tembusan Yth

Bapak Sekretaris Jenderal;

Bapak Panitera;

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

Kepala Biro Umum

PIt Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

PRSI

repais eor

3. Modan Mordoka Barst N 6 Jakarta Pusat 10140

12 P 0213520177
Oigta Signature. [Epe—e
k. 1884815283220622120508

ACUAN KERJA/ TERM
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUANG SIDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara / Lembaga : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Unit Eselon 1 :  Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI

Unit Eselon 1T Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Program :  Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan dan Penyelesaian Perkara
Konstitusi Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja Program :  Pelayanan dan Penyelesaian Perkara Konstitusi Yang Tepat
Waktu, Transparan, dan Akuntabel

Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sasaran Kegiatan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang
Sidang

Indikator Kinerja Kegiatan :  Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Sidang
Berjalan Baik dan Optimal

Keluaran (Output) Operasional Kantor

Indikator Keluaran Kegiatan

Volume 3

Satuan ukur Keluaran Paket

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi;

€. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

a

2)

Petugas harus lebih responsif

menanggapi permohonan informasi

Terkait responsifitas pegawai, MK selalu berusaha
meningkatkan kompetensi dan keahlian teknis terkait
hal-hal yang terkait layanan publik khusunya dalam hal
ini layanan publik penanganan perkara baik kepada
PNS maupun Tenaga Mancadaya yang memberikan
dukungan dan pelayanan pada semua pengunjung
Gedung Mahkamah Konstitusi melalui Pendidikan dan




Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

Pelatihan maupun melalui Workshop.

Selain itu semua informasi khususnya terkait layanan
publik penanganan perkara termasuk alur yang
menggambarkan tahapan jadwal tahapan suatu
perkara sampai mana telah mudah diakses secara
terbuka di laman mkri.id

3)

Jangan mentolerir keterlambatan para
pihak

Mahkamah Konstitusi selalu terus menerus berupaya
menginformasikan dan mengingatkan jadwal sidang
sidang baik melalui aplikasi WA, email, dan website,
agar persidangan dapat dimulai tepat waktu dan
berjalan tertib serta lancar.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak serta merta
memberikan kesempatan pihak berperkara yang
terlambat di ruang sidang tanpa ada argument yang
dapat diterima oleh Majelis Hakim seperti yang diatur
dalam Hukum Acara MK, serta Majelis Hakim selalu
mengirformasikan secara terbuka apa yang menjadi
alasan dipertimbangkannya permohonan tersebut
secara terbuka.
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< (¥) MKRI @&
Indonesia :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mengundang sidang untuk perkara
nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat
panggilan sidang yang dapat diunduh
pada link berikut : https://s.mkri.id/s
/ds/62b4290819e40.pdf

Link Sidang
https://zoom. us
azhFUHIya 7
Password: puu@mkri6é3

Adapun keterangan lebih lanjut,

Para pihak dapat menghubungi
Mahkamah Konstitusi di nomor :
081119515555 . +Daftar+nama-+para-+p
ihak+yang+hadir+di+persidangan+sec
ara+langsung+atau+daring+disampaik
an-+melalui+email+panitera%40mkri.id.
+Panggilan+ini+dikirim+ke+Pr
esiden+Republik+Indonesia+

%3 A+

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mengundang sidang untuk perkara
nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat
panggilan sidang yang dapat diunduh
pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp
/ds/62b4290819e40.pdf

Link Sidang
http oom.t




Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut

1T4.02

-
= 61/2022 Kuasa Pemoh...

Selamat Pagi,

Berikut Nama-nama para Pemohon dan
para Penerima Kuasa dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XX/2022, untuk sidang
Online

Para Pemohon:

1.0ctolin H Hutagalung, S.H., M. H
0811946761

2. Muhammad Nuzul Wibawa, S. Ag., M_H._

a4_.Andrijani Sulistiowati, S. H.,, M._H.
0811941362

S.Hermoko Dono Wibowo, S.H., M.H_,
ACIiArb

o816840681

6. Bayu Prasetyo, S . H., M. Hum.
08161900916

Z.lda Ha

08119492

8. Muhamad Arifudin, S.H.
0811840490

9. Bernard Jungjungan B S_ H.
082124600155

T10. Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM.
081678292¢

11. Ari Torando, S.H.

o87¢ 3045080

Ao A ~~ 1l Al e~ < 3

Mahkamah

AN

i Pagglan Sicang Nomor Pekar 63/PUL- 012021 2

i

all Nl B2 pafa pna

elali emal pantera@misiid
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=

JADWAL SIDANG

4)

Hukum acara persidangan harus lebih
diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi

MK telah melaksanakan persidangan sesuai dengan

hukum acara  yang berlaku dan selalu
mensosialisasikan hukum acara tersebut kepada
organisasi advokat, organisasi masyarakat pada
umumnya, kalangan perguruan tinggi  untuk

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada
seluruh masyarakat.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Indonesia

2021-11-09 16:45:00 s/d 2021-11-09 21:00:00

h istem Informasi Perkara Elektronik
Pemateri : Pusat TIK Mahkamah Konstitusi
Ind
Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Pemateri: Mahkamah Korstitus
Undul

Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemateri : Rizki Amalia, SH, MH.
Jndlf

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemateri: Dr. Suhartoyo, SH, MH.

)

Petugas tidak merokok di dalam

MK telah menerbitkan surat edaran, rambu-rambu, dan
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gedung Mahkamah Konstitusi

dilakukan teguran terhadap pegawai yang kedapatan
merokok. Selain itu pemantauan dilakukan petugas
keamanan juga melalui di CCTV.

Area merokok di luar Gedung MK telah disiapkan bagi
yang akan merokok.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
- www.mkri.id

Yang YWYIh

1. Ketua, Waki Ketua, can Hakim Konsttus: MKRY

2 Ketua dan Anggota Dewan Etk MKRY

3. Pejabat Struktural dan Fungsionat

4. Seluruh PNS, Tenaga Pertantuan TNUPGin, PPNPN, dan Tenags Mancadays MKRI di
Snghungan Mahkamah Konsthust serts

3 Stekehoier. tamupengunyng yang berada & Ingkungan Matkamah Koosstus

SURAT EDARAN
NOMOR 49 TAHUN 2020
PERUBANAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
HIMBAUAN LARANGAN

PEGAWAI PEMERINTAM NON-PEGAWAI NEGERI, PEGAWA!
Of LINGKUNGAN MAHKAMAN KONSTITUSE
SERTA STAKEMOLOER, DAN TAMUPENGUNJUNG YANG BERADA
LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. Umum

Udirs yang sehal don bersh adeleh hak satiap orang, fokok adaah zat adkif yang
asapnys dapat mengganggu kesehatan, bak bagl PETOROK akif MAUPUN PErckok past.
Uik mencptakan udara sehat dan bersih & Ingkungan Mahkamah Konsttusi periu
Gtakukan upaya pedndungan Ldars sehat dan bersih dan bahaya asap rokok secar
bedesnambungan. Uniuk fu. area gedung Mahkamah Komsttusi pedu etaghan
0baga Kawasan Tanpa Rokok (KTR), hal ik sejalan dengan Pasal 115 ayat (1) hunt
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kesehatan, yang memyatakan batwa
$lah 8atu kiwasan tanps fOkck adsth tempat keds. Selsin i, Mahikamah Konsttusi
telah mayecakan kawsssn tempal Mmecckok yang beads o eman halman belkang
Gadung Mankaman Konsstus, & keda Kopt Of Sasement 1, dan lempat merokok o area
sebelah Pos Jaga Gedung Il Matkamah Konsstusi

B. Maksid dan Tujusn

hiru o

UDARA SEGAR

10
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6)

Percepat Kepastian Jadwal sidang

Ketentuan terkait penjadwalan sidang telah tertuang

11
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dengan jelas dalam PMK yang mengantur Hukum
Acara di MK, sidang pertama 5 hari kerja sebelum
sidang harus sudah diterima para pihak. Jadwal sidang
lanjutan 3 hari kerja sebelum sidang harus sudah
diterima para pihak. Jadwal sidang dimuat di web MK
dan dilakukan upaya pengiriman melalui simpp, wa,
email agar para pihak beracara dapat dengan cepat
mendapatkan informasi terkait jadwal sidang.

BAB V.
PERSIDANGAN

2) m surat sidang pertam

Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jang
paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan
n ang kepada para pihak,

dimaksud pada ayat

ecara daring (online) atau
ing (offline).
(5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk

menghadiri persidangan

Pasal 36
an, Mahkamah dapat mempertimbangkan

pa perkara secara bersamaan

Pasal 37
persid dapat dilakuk melatui

jauh dengan menggunakan fasilitas video conference
i media elektronik lainnya

k jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

per M. au pe para
@) ohon persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak
dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja

sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.

(4) Pengajuan pe pada avat (2) dapat

dilakukan se: (offtine) atau secara daring (online) atau melalui

rak jauh berisi informasi rinci tentang
a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan:

dan

A

i
B
vhv

12
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Indonesia :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mengundang sidang untuk perkara
nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat
panggilan sidang yang dapat diunduh
pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp
/ds/62b4290819e40.pdf

Link Sidang
https://zoom.us/j/S 1078
azhFUHIyaTdEOF JhZ0dhc:

Password: puu@mk =

Adapun keterangan lebih lanjut

Para pihak dapat menghubungi
Mahkamah Konstitusi di nomor :
081119515555.+Daftar+nama+para+p
ihak+yang+hadir+di+persidangan+sec
ara+langsung+atau+daring+disampaik
an-+melalui+email+panitera%40mkri.id.
+Panggilan+ini+dikirim+ke+Pr
esiden+Republik+Indonesia+

%3 A+

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mengundang sidang untuk perkara
nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat
panggilan sidang yang dapat diunduh
pada link berikut : https://s.mkri.id/
/ds/62b4290819e40.pdf

Link Sidang
htty //Zoom.uL

14.02

<=
61/2022 Kuasa Pemo

Selamat Pagi,

Berikut Nama-nama para Pemohon dan
para Penerima Kuasa dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XX/2022, untuk sidang
Online

Para Pemohon:

1.0ctolin H Hutagalung, S.H., M_H.
;.l\;'L‘l"\':::T'\‘l‘;’lil‘d Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.
; lrlnlrz;‘-L I"\‘l’at ]‘Ig. S.H., M.H.

;i,’t\n'drljani Sulistiowati, S . H.,, M._H.
gl :e‘rr:‘o:(o( Bono Wibowo, S.H., M.H_,

1 71549949

6. Bayu Prasetyo, S . H.,, M. Hum.

3 519 < 5

ida Hasran:, S.H.. M.H.

ogq9268
S Muhairad Avifodin =t
”r)d) :l(ungjungan P S.H.
10. Ral:a”y”u‘ ;\li)n?gsih Hoed, S.H., LLM.
6 ozs8

Ari Torando, S. H.
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= Ma 189

Panggian Sdang Nomor Perkara 63/PUU-XIX/2021

Inbox

formesikan it Pangglan Sidang Nomor Perkara 63/PUL-XOX/2021

K YeNg MENGIKLL persic

mpikan melal emai pantera@mkeiid

JADWAL SIDANG

7)

Petugas sidang harus siaga hingga
akhir sidang, sehingga ketika ada

Laporan Pelaksanaan dan dukungan persidangan
selalu dimonitor tiap hari dan MK telah mempunyai

14
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masalah dapat segera diatasi

aplikasi checklist untuk memastikan atau mengkontrol
kesiapan petugas dan sarana dan prasara
persidangan sampai dengan persidangan berakhir

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

LAPORAN SIDANG
RUANG SIDANG PLENO (GEDUNG 1)
KAMIS, 23 JUNI 2022 PUKUL 13:05:55 WIB

Kepada 1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal:
2. Yth. Bapak Panitera

Dari : Panitera Muda 11

Hal : Laporan Sidang

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan laporan sidang (non substansi) Kamis, 23 Juni 2022
sebagai berikut:

L. PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

1. Sidang : Pleno

2. Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

3. Waktu : 11:00 WIB

4, Pemohon : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syarish Harta Insan Karimah

ParahyanganDalam hal ini diwakili oleh MARTADINATA. SE.
MAB., Ak selaku Direktur Utama

Kuasa Hukum

1. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU. S.H., M.H.

2. GUNTORO, S.H.. M.H

3. AH. WAKIL KAMAL. SH.. M.-H.

5. Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 9)

6. Acara : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (T1T)
2 Bt bt SN S
Q do Y g by ¥ ] [] ¥ ) foes @

4= g g i)
z 4

e

Hoban i e elsame

e et B o M guioan

-

8)

Hakim yang bertugas harus sesuai
dengan backgroundnya

Penetapan Panel Hakim diputuskan oleh Mahkamah
Konstitusi dengan berbagai pertimbangan, dan

15
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diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

9)

Salinan putusan sebaiknya diberikan
secara langsung

Ketentuan penyerahan salinan putusan di PMK, dan
standar pelayanan penyerahan Salinan Putusan telah
dilaksanakan. Salinan Putusan diserahkan baik
hardcopy jika sidang pembacaan putusan
dilaksanakan secara luring dan jika sidang pembacaan
putusan dilaksanakan secara luring dikarenakan
protokol kesehatan di era pandemi covid 19, Salinan
langsung diterima melalui email semua pihak dan bisa
didapatkan juga dengan mendownload melalui laman
MK secara gratis 30 menit setelah persidangan
selesai.

Bagian Keempat
dan P han Putusan Mahkamah

gucap y

Pasal 79

(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan

Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling

7

kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

AW
A

]

(2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh
Wakil Ketua Mahkamah

(3]

Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan
dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang
bertindak sebagal ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim

yang hadir

Pasal 80
Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi

Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum scgera setelah

berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

(5]

Dalam hal Pemohan, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak
hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan
Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (online) atau melalui media
elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.

(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera
Pasal 81

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang

Pleno terbuka untuk umum
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STANDAR PELAYANAN
PENYAMPAIAN SALINAN
PUTUSAN BAGI
PIHAK BERACARA

PERSYARATAN LAYANAN

KOMPETENSI

SISTEM, MEKANISME DAN
PROSEDUR

PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN o
2 et g e Grocar

@ JUMLAH PELAKSANA
JAMINAN PELAYANAN Jl
BIAYA TARIF s 0

Tiah 2cia . FREE
JAMINAN KEAMANAN,
KESELAMATAN PELAYANAN
e PRODUK LAYANAN 2 Dot 00

BERLAKU

MASA EVALUASI KINERJA
PE ANA @

SARANA DAN
PRASARANA/FASILITAS
A —

STANDAR PELAYANAN
PUTUSAN DI LAMAN

0 PERSYARATAN LAYANAN

Mengunjungi Laman wwvemkriid KOMPETENSI

PELAKSANA

1. Mengetahus database Putusan.

2 Memilii pengetahuan tentang pedoman
tata naskah dinas.

3 Memshami pengetahuan pengoperasian
MS Office.

4 Mengetahu cara pengoperasisn
apikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certifcate.

e SISTEM, MEKANISME DAN
PROSEDUR
1, Sidang pembacaan putusan selesal
nakan
2. Féle putusan disesuakan format digital
centificate (diberikan barcode dan
dibust bentuk pa)
Fle putusan dibubuhkan tanda tangan Tob i P
eloktrond oleh panitera. 2. Kepata w" Rt s
4. Mengunggah file putusan ke tsman

Peeyanan Tens Persidangan
e 3. Mepala Biro Hukum dan
Nemiistrat kgt
4. Panitera Muda
e JANGKA PENYELESAIAN 5 Kepsa Psm T
30 menit sejak selesainya sidang putusan & Pantera
PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN

PENGAWASAN INTERNAL
1. Kepala Subbagian Pelsyanan

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengadusn dapat dikinm via webshie 'uﬂmaw:b

@ JUMLAH PELAKSANA >
Foi ﬁ

o BIAYA TARIF JAMINAN PELAYANAN
M

Ticak ada biaya. Sabnan Putusan akan d:
diakses masyarakat

@ JAMINAN KEAMANAN,

PRODUK LAYANAN N ELAMAIAN PELAYANAN
File Salinan Putusan yang telsh mendapatkan 2 Bebas KN
tanda tangan sektronik Panitera
MASA EVALUASI KINERJA
BERLAKU PELAKSANA
SARANA DAN 1ZIN 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekal
PRASARANA/FASILITAS Tiaak s 2 Penghian kuesloner yanan } ahun sekall
1. Komputer dan kelengkapannya
2 Database Perkara
3 Aplikasi SIMPP dan Aplkasi Digital Certificate WAKTU PELAYANAN

Sesual dengan Jadwal Sidang Putussn/
Kapan saja dan o mana saja selama ads akses internet
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Grafik PO

Grafik SN

q

&

ik PHPU L

10) Dibuat protokol /
penyerahan putusan

acara

resmi

Jika persidangan pembacaan putusan dilaksanakan
secara luring, proses penyerahan Salinan putusan
dilaksanakan dengan resmi dengan petugas protokol
persidangan. Namun dikarenakan pandemi covid 19,
MK menyelenggarakan sidang pembacaan putusan
secara daring sehingga penyerahan putusan tidak
dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi,
email, laman MK, tanpa mengurangi hak para pihak
mendapatkan Salinan putusan dengan cepat.

Bagian Keempat
dan

Pasal 79

ber! Sidang Pleno oleh

h dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan
g Pleno dipimpin oleh Hakim yang

no yang dipilih dari dan oleh Hakim
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1 R

o JANGKA PENYELESAIA!

=5

BIAYA TARIF

e FREE

STANDAR PELAYANAN
PENYAMPAIAN SALINAN

PUTUSAN BAGI
PIHAK BERACARA

KOMPETENSI
PELAKSANA

1. Mengetabui database p

t]

PENANGANAN PENGADUAN,
s, SUKAN e
o ke Gacharig MK
ot i via websie atanyawa

O

LAH PELAKSANA ;3
JAMINAN KEAMANAN,
KESELAMATAN PELAYANAN

MASA EVALUASI xlNEmA®
NA

BERLAKU
zZIN

WAKTU PELAYANAN

0 PERSYARATAN LAYANAN

Mengunjungi Lman wwvemkriid

e SISTEM, MEKANISME DAN
PROSEDUR

1, Sidang pembacaan putusan selessi
nakan

2. Féle putusan disesuakan format digital

centificate (diberikan barcode dan

dibust bentuk pa)

Fle putusan dibubuhkan tanda tangan

eloktrond oleh panitera.

4. Mengunggah file putusan ke tsman
wewmkriid

e JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan

STANDAR PELAYANAN
PUTUSAN DI LAMAN

KOMPETENSI

PELAKSANA

1. Mengetahus database Putusan.

2 Memilii pengetahuan tentang pedoman
tata naskah dinas.

3 Memshami pengetahuan pengoperasian
MS Office.

4 Mengetahu cara pengoperasisn
apikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certifcate.

PENGAWASAN INTERNAL
1. Kepala Subbagian Pelsyanan

Tekres Pessidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengadusn dapat dikinm via webshie 'uﬂmaw:b

o BIAYA TARIF
Tidak ada blaya.

PRODUK LAYANAN
Fie Salinan Putusan yang telah mendapatkan
tandatangan

lektronik Panitera.

SARANA DAN
PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3 Aplikasi SIMPP dan Aplkasi Digital Certificate

Pelayanan Tekns Persidangan
3. Mepala Bro Hukum dan
Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
. Kepala Pusat T
& Pantera
PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN

@ JUMLAH PELAKSANA >
Foi ﬁ

JAMINAN PELAYANAN
Sabnan Putusan akan dapat
diakses masyarakat

@ JAMINAN KEAMANAN,

KESELAMATAN PELAYANAN
1. Bebas biaya
2 Bebas KKN

MASA EVALUASI KINERJA
BERLAKU PELAKSANA

1ZIN 1. Evauasitiap 3 bulsn sekad
Tidsk ada

2 Penghsian kuesioner layanan 1 tahun sekall
WAKTU PELAYANAN

Sesual dengan Jadwal Sidang Putussn/

Kapan saja dan o mana saja selama ads akses internet
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RecagtuasiPusn

Grafik PO

Grafik SULN

Grafk PHPU

11) Putusan diberikan/diemail
setelah sidang selesai

segera

Dikarenakan pandemi, MK menyelenggarakan sidang
secara daring sehingga penyerahan putusan tidak
dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi,
email, laman MK.

Bagian Keempat
dan

Pasal 79
(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan

Mahkamah yang dibadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling

7S

kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah

w
"

Sidang Pleno oleh

(2) Dalam hal Ketua berd
Wakil Ketua Mahkamah

(3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan
dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang
bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim
yang hadir

Pasal 80
. Pemberi

dan menteri yang

(1) Salinan Putusan kepada
Keterangan, Mahkamah Agung. Pihak Terkait

an di bidang hukum segera sctelah
berakhirnya Sidang Pleno Putusan

(2) Dalam hal Pemohon. Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri
yang urusan g - di bidang hukum tidak

salinan

Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (online) atau melalui media

urusan pe

hadir dalam Sidang Pleno Putusan

elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.
(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera
Pasal 81
Putusan yang mengabulk wajib dimuat dalam

Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja scjak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang

Pleno terbuka untuk umum
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STANDAR PELAYANAN
PENYAMPAIAN SALINAN
PUTUSAN BAGI
PIHAK BERACARA

KOMPETENSI
PELAKSANA

1. Mengetabui database p

o JANGKA PENYELESAIA
et WESES PENANGANAN PENGADUAN,
s, SUKAN o
o ke Gehang K
@ iotaat et via webite atanysjswals

@ JUMLAH PELAKSANA ;3
JAMINAN KEAMANAN,
KESELAMATAN PELAYANAN

MASA EVALUASI xlNEmA®
NA

1 R

t]

BIAYA TARIF

e FREE

BERLAKU
zZIN

WAKTU PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN
PUTUSAN DI LAMAN
WWW.MKRLID

PERSYARATAN LAYANAN
Mengunjungi Laman wwwermkrd KOMPETENSI
PELAKSANA
1. Mengetahus dstabase Putusan.
2 Memil pengetahisan tentang pedoman
tata naskah dinas.
3. Memshami pengetahuan pengoperasian
MS Office.
4 Mengetahui cara pengoperasisn
apikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certiicate.

e SISTEM, MEKANISME DAN
PROSEDUR

1, Sidang pembiscaan putusan selessi
disksanskan

2. Fie putusan disesukan format digital
centificate (diberikan barcode dan
dibust bentuk pof)

Fe putusan dibubuhkan tanda tangan
elektrond oleh panitera.
Mengunggah file putusan ke taman
wwwmkriid

30 menit sejak selesainya sidang putusan

9 JANGKA PENYELESAIAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK

o BIAYA TARIF
Ticak ada blaya.

PRODUK LAYANAN
Fie Salinan Putusan yang telah mendapatkan
tanda

tangan elektranik Panitera.

SARANA DAN
PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

Pelayanan Teknas Persidangan
3. Mepala Bro Hukum dsn
Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
. Kepala Pusat T
6. Pantera
PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN

pengadisan dapat dikinm via website vmmannb

@ JUMLAH PELAKSANA H ﬁ

JAMINAN PELAYANAN
Sanan Putusan skan dapat

diakses masyarakat

PENGAWASAN INTERNAL
1. Kepala Subbagian Pelsyaran

Tekres Pessidangan
2. Kepata Bagian Fasiitas dan

3 orang

@ JAMINAN KEAMANAN,

KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas bisya

2 Bebas XKN
MASA EVALUASI KINERJA
BERLANE PELAKSANA @
1ZIN 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekal
Tidak ada @ 2 Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekall
WAKTU PELAYANAN

Sesual dengan Jadwal Sidang Putussn/
Kapan saja dan di mana s3ja selama ads akses internet.
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wiB

ik PHPU

2. Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Rekomendasi
Perbaikan

Tindak Lanjut

1) Terkait
dengan
layanan Live
Streaming:

e Perbaikan
kualitas
suara
agar tidak
terlalu
kecil dan
terputus
putus.

e Bandwith
internet
ditambah
agar video
streaming
tidak
terputus
putus.

Petugas persidangan sudah menjalankan tugas sesuai dengan protap
yang ada. Sebelum persidangan dimulai, petugas IT melakukan persiapan
sesuai dengan checklist persiapan persidangan. Salah satu item checklist
adalah uji coba suara dan gambar dengan seluruh pihak yang mengikuti
persidangan secara online, untuk memastikan kualitas komunikasi dalam
persidangan secara online dapat berjalan dengan baik. Dalam kondisi
tertentu apabila masih belum dapat berkomunikasi dengan baik antara
Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi dengan para pihak, maka Pustik dan
Biro HAK segera melakukan pengecekan/perbaikan internal. Apabila
kendala atau permasalahan ada dari pihak eksternal, maka petugas akan
memberikan masukan/saran kepada para pihak terkait dengan peralatan
yang digunakan para pihak agar jaringan komunikasi bisa berjalan dengan
baik dan sesuai aturan persidangan MK.
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e Video
tidak
hanya
memuat
majelis
dan
dokumen
saja,
namun
juga
memuat
argument
asi para
pihak
lainnya.

e Judul
video
memuat
nama
undang
undang
yang diuji
sehingga
memudah
kan
pencarian.

e Video
juga  di-
upload di
Youtube

e Pengedita
n Video
tidak
menguran
gi esensi
dari
persidang
an.

e Server
website
ditingkatk
an agar
tidak error
(request
time out)

%

Laporan Persiapan Sidang
Ruang Sidang Pleno (Gedung 1)

B Laporan Telah Ditandatangani

Bandwidth Mahkamah Konstitusi saat ini sudah sebesar 300 Mbps
Internasional dan 700 Mbps Lokal. Bandwidth ini sudah mencukupi untuk
men-stream persidangan melalui youtube.

MK juga sudah menggunakan layanan jalur backup yang apabila terdapat
masalah pada koneksi jaringan utama, koneksi secara otomatis akan
berpindah ke jalur backup untuk menjaga keberlangsungan koneksi
internet.

Bandwidth Internasional :

® PING ms © DOWNLOAD Mby *) UPLOAD |

15 310.68 337.64

nn n:
Connections HOW DOES YOUR NETWORK AVAILABILITY

COMPARE WITH YOUR EXPECTATIONS?
ViewQwest

Mahkamah Konstitusi Ri
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Bandwidth Lokal :

RESULTS SETTINGS

+) DOWNLOAD UPLOAD

111.70 5201/

HOW LIKELY IS IT THAT YOU WOULD
RECOMMEND MAHKAMAH KONSTITUSI RI TO A
FRIEND OR COLLEAGUE?

Mahkamah Konstitusi R

TOPOLOGY :

AS38496 AS38768
&5 5

ol — MKRI == pregiolgu

Platinum  : 103.234.218.104/30

As138086
103.90.255.0/:
103.122.121.0/24

o]

LAYANAN P TRANSIT

ALL INTERNET USER MKR! SERVER PRIVATE

Sudah diakomodir untuk memperlihatkan pihak-pihak yang berperkara
berbicara dalam proses persidangan, dan dapat disaksikan streaming di
kanal youtube Mahkamah Konstitusi (bukti screenshoot).

3 YouTube mahkamah konstitusi ri

o m@m@ X E ORN:3

Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XVI11/2020. Kamis, 06 Januari 2022.
2,065 views Streamed live on Jan 6, 2022 Mendengarkan Keterangan Ahli dan o5 47 GP Dislike 2 Share
Saksi Pemohon (VIll)

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
terhadap UUD 1945
Show less.

e Mahkamah lr(o»snmsx RI® SUBSCRIBED
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4. Sudah diakomodir untuk penulisan Judul dan deskripsi singkat pada video
streaming pada kanal youtube Mahkamah Konstitusi RI (bukti
screenshoot).

= » Premium

’

1

-
ia

- R e e =
—
§ N _ih . .

' ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022. Kamis, 23 Juni 2022.
f5 11 GV DISUKE 2> SHARE

(W#) Mshkamah Konstitusi i ©

M an Keterangan DPR dan Presiden

aterill Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

5. Video Persidangan disiarkan secara langsung melalui youtube dan
tersimpan dalam waktu yang lama di kanal youtube Mahkamah Konstitusi
RI (bukti screenshoot).

v « @

7 * 0»00Q
= E8Youlube ey s 2t o
Bersama .,
: #Mengawalkqnstltusu
Negeri
o

e @ Mahkamah Konstitusi RI o susscRBtD ()
e Xt

Uploads

CSPUSU0Z Rabu 22 SVPUUXUIN2 Raby 22  PUUXUZZZ Seasa 2.  SUPULXIUIOD. Selasa.  Senin,20 2022 SUPUXU2022. Sein 2.

o

Video persidangan di MK tidak dilakukan pengeditan/editing karena
tayangan persidangan dilakukan secara live streaming dan otomatis
tersimpan di kanal youtube MK.
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Perbaikan
v =
. bacen ¢« 0»00
"™ x| a s > m 0 @
7 Bersama
: ,umamll(onsﬁtusi
Negeri
e Mahkamah Konstitusi Rl e
- -
e e e e T e N S e

7. Server website sudah ditingkatkan performanya dengan cara menambah
spesifikasi server dan diterapkan load balance, yaitu dengan membagi
akses dari client ke beberapa server yang berbeda agar beban server

b

LoadMaster
Load Balancer

Clients Web Servers
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Perbaikan
2) Website Website MK telah mengalami banyak perubahan tampilan atau design dengan
dibuat lebih | mempertimbangkan aspek kemudahan bagi masyarakat dan para pencari
simpel, agar | keadilan untuk mendapatkan informasi perkara dan persidangan di MK maupun
dapat informasi yang bersifat umum (bukti screenshoot).
dipahami
oleh MAHKAMAH KONSTITUSI LEMBAGA NEGARA
ma Sya ra k at REPUBLIK INDONESIA PENGAWAL KONSTITUSI
yang lebih JP—
awam.

IRIMSURAT  TANVAJAWAE  WHISTLEBLOWING  HUBUNGIMK MEDIASOSIAL  PENGUNJUNG

23529000 " T Ty
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3) Secepatnya Tindak Lanjut dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan:
mengupdate
jadwal Jadwal sidang dimuat di web MK dan dilakukan upaya pengiriman melalui
sidang, simpp, wa, email, dst.
putusan
maupun
risalah
sidang dan
menginforma
sikannya
kepada para
pihak
menggunaka
n berbagai
media
komunikasi
baik itu email
ataupun
WhatsApp.

g harus telah di

(lima) hari kerja

pihak,
lah ditcrima oleh para pihak dalam

sidang kepada pa

ahli, dan/atau ss
jangka waktu paling
Persidangan dilaksa

ari kerja sebelum sidang Pemer

dima pada ayat

ara daring (online) atau

\jib memenuhi panggilan Mahkamah untuk

Pasal 36

Untuk kepentingan

rempertimbangkan

penggabungan pemer

m per h dapat dilakuk melalui

persidangan jarak jauh dengan menggu an fasilitas video conference

d pada ayar (1)

an atas per atau g para

n oleh para pihak
a 2 (dua) hari kerja

luring (offline) atau sccara daring fonline) atau melalui
media elektronik lainnya

(5) Perm an jarak jauh ber

a & g hendak diperil

b. keterangan atau pokok-pokok keter

dan
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13.55 &G G -

<« (%) MKRI &

-

Indonesia :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mengundang sidang untuk perkara

nomor 63/PUU-XIX/20217 dengan surat

panggilan sidang yang dapat diunduh

pada link berikut : http /'s.mkri.id/simpp
290819e40.pdf

Link Sidang
https://zoom.us/j/96331078437?pwd=
azhFUHIyaTdEOFIZzSFJhZ0Odhc3
Password: puu@mkri6é3

Adapun keterangan lebih lanjut,

Para pihak dapat menghubungi
Mahkamah Konstitusi di nomor :
0811195155¢ +Daftar+nama+para+p
ihak+yang+hadir+di+persidangan+sec
ara+langsung+atau+daring+disamp
an+melalui+email+panitera%40mkri.id.
+Panggilan+ini+dikirim-+ke+Pr
esiden+Republik+Indonesia+

Y3 A+ ;
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mengundang sidang untuk perkara
nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat
panggilan sidang yang dapat diunduh
pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp
/ds/62b4290819e40.pdf

Link Sidang
310784

14.02

-
61/2022 Kuasa Pemoh...

Selamat Pagi,

Berikut Nama-nama para Pemohon dan
para Penerima Kuasa dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XX/2022, untuk sidang
Online

Para Pemohon:

mranm Nating, S.H., M._H.
3 71549949
ani Sulistiowati, S H.,, M_H.
0811941362
S5 Hermoko Dono Wibowo, S.H., M._H_,

8168406
.Bayu Prasetyo, S.H., M. Hum.
161900916
ilda Haerani, S.H., M._H.
1194926
. Muhamad Arifudin, S.H.
11 10490¢
Bernard Jungjungan B S.H.
2124600155
Rahay Ningsih Hoed, S.H., LLM.

Torando, S. H.
) A5 )

L O ]
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Inbox

L8

Panqqilan Sidang Nomor Perkara 63/PUL-XIX/2021

fomasikan batwa Pangglan Sidang Nomer Pekara 63/PUL-YDX20

12N disampaikan mellu emall pantera@minid

JADWAL SIDANG

4) Memudahka

Kemudahan kepada para pihak beracara telah dituangkan dalam Hukum Acara
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Perbaikan

Tindak Lanjut

n para pihak
dengan tidak
perlu
mewajibkan
menyediakan
dan
membawa
hardcopy
dokumen.

yang salah satunya mengatur terkait pengajuan permohonan.

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono}

Pasal 11

{1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat
diajukan secara luring (offline) atau daring (online).

(2) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline) Pemohon
mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
sebanyak 1 (satu) eksemplar asli vang ditandatangani olech Pemohon
disertai dengan daftar alat bukti, alat bukt yang mendukung
Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) cksemplar.

(3) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring fonline) atau melalui
media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditand. oleh P h

3z

Permohonan scbagaimana dimaksud pada avat (1) disertai dengan daftar
alat bukti beserta alat bukt yang mendukung Permohonan.

(5] Dalam hal alat bukti scbagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat

atau tulisan, d kan 1 (satu) ck asli yang telah dibubuhi

meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-
kurangnya:

a. salinan undang-undang atau Perppu, sctidak-tidaknya bagian atau

bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan

halaman yang memuat tanggal pengund. an dari 1 und

undang atau Perppu;
b. salinan UUD 1945
(7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam
bentuk dokumen cetak fhard copy) dan/atau dokumen digital {soft copy).
(8]

Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti
diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti

sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti

5)

Berita yang
ditampilkan
harus dibuat
lebih
beragam,
tidak hanya
terkait
dengan MK
saja
sehingga
menarik
minat publik
yang lebih
luas.
Termasuk
berita berita
tentang
kajian atau
diskusi publik
terkait
putusan
putusan MK
juga perlu
diperbanyak.

¢ Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih
beragam, tidak hanya terkait dengan MK saja

Berita MK merupakan produk media internal,
sehingga bersifat deskriptif, normatif dan informatif.
Informasi di dalamnya menjadi tolak ukur keakuratan
pemberitaan bagi media-media lain. Penambahan
perspektif pihak luar pada berita MK malah
berpotensi menghilangkan kekhasan dan otentisitas
pemberitaan tersebut.

e Termasuk berita tentang kajian atau diskusi publik
terkait putusan MK

Kajian MK dapat diakses di fitur tersendiri.
Stakeholder dapat membuka menu Publikasi
kemudian pilih “Hasil Penelitian” pada Laman MK
atau mengakses:

https://www.mkri.id/index.php ?page=web.Penelitian&
pages=1&menu=7
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Tindak Lanjut

Perbaikan

Diskusi publik berkenaan dengan kesadaran

berkonstitusi sudah diberitakan. Namun demikian,

dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat,

diskusi mengenai hal ini tidak dapat diadakan.

Berita diskusi publik MK:

https://www.mkri.id/index.php ?page=web.Berita&id=1

7261

c 6w (]
B O Tpenereosewcn Ao = € C R o n @ J I Bemmn A G IR W
6) Gaya

penulisan Judul berita-berita MK sudah disesuaikan sedapat mungkin dengan
dan _ isi serta menggambarkan keseluruhan kegiatan. Karena sifat berita
kesesuaian MK yang deskriptif, normatif, dan informatif, tidak terdapat redaksi
antara  judul yang bersifat opini. Dengan kata lain, beda tafsir antara judul dan isi
berita sebenarnya sudah diminamilisir.
dengan . . ) .
isinya  harap Berita menjelask'a?n keseluruhan kegiatan: o
lebih https.//www.mkri.id/index.php ?page=web.Berita&id=18233
diperhatikan,
karena ada
yang beda
penafsiran.
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Membahas Peran MK dalam Ketatanegaraan Indonesia
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https://www.mkri.id/index.php ?page=web.Berita&id=18114
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https://www.mkri.id/index.php ?page=web.Berita&id=18312&menu
=2
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